KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 777 TAHUN 2016
TENTANG

FEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN

INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan

kelancaran proses pembentukan kaidah-kaidah hulkum
vang berbentuk Keputusan dan Instrumen hukum
lainnya pada Kementerian Agama perlu pedoman
penyusunan;

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pedoman Penyusunan Keputusan
dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Talun 2015 Nomor 8);

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168):;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);

. Peraturan Menten Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20156 Nomor
1495);

. Keputusan Menteri Agama Nomor 717 Tahun 2006
tentang Lambang Departemen Agama;



Menetaploan :

KESATU

KEDUA

EKETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG  PEDOMAN
PENYUSUNAN KEPUTUSAM DAN [NSTRUMEXN HUKUM
LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA,

: Menetapkan Pedoman Penyusunan Keputuzan dan

Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agarmns,
sebagaimans tercantum dalam Lampires [ dan Lampiran 1/
yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Keputusan

Imi.

: Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrimen Huloum

+*

-

leinnya merupakan acuen bagi Aparatur Sipil Netgara pada
Kementerian Ageme dalam menyusun rancangan
Keputusen den Instrumen huloamn lainnya.

Keputugan ini mulaj kerleku pada tangpal ditetapkan.

Ditetepkan di Jakarta
pada tanggal 2% pasenmber 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



LAMPIRAN |

KEPUTUISAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 77T TAHUN 2016

TENTANG

FEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DaAN INSTRUMEN
HUKUM LAINNYA PADA KEMENTRIAN AGAMA

PEDCMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN
INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTRIAN AGAMA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instensi pemerintah delam melaksanakan tuges dan
fungainya tidak terlepas dari suain kegiatan mengeluarkan keputusan-
keputusan danfatsu tindakan administrasi sesuai denpan bidang
uusan pemerintiehan yang menjadi kewenanganoya.

Kementerian Agama mempunyai tugas membantn  Presiden
menyeslenggarakan pemerintaban negara di bidang keagamaan. Dalaum
melaksanakan tugasnya, Ketocnterien Agama menyelenggerakan fongsl
antara lain perumusan, peooetapan, dan pelaksanesn kebijekos di
bidang keagamaan.

Penetapen suatu keputusan delam bidang keagamaan merupakan
sebuah sistern, karena di dalamnya terdapat beberspa tahepan yang
terjalin dalam satu rangkaian yang tidek terpisahkan antara satu dan
lainnya. Tahkapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunen,
tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan tahap penyebarluasan.

Dalam tahapen penjusunsn Keputusan, baik ditingkat Pusat
maupun Dasrah  pada HKementerian Agama, belum  sepenuhnya
dilekuksn =esnai dengen regulasi yang ade yaitu Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang dalem Pasal 97 antera laity mengamanatian bahwa
tekmk penyusunean danfatau bentuk yang dietur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaled secara mutatis mutandis bagi
telmik peryusunan danfataa bentuk Keputasan Menten.

Kondisi ini dizebabkan karens lemahnya koordinasi antera pusat
dan daersh dalam mensosialisasikan regulasi (entang penyusunan
auahl Kepubisan dan kurengnva pemahaman perancang dalam
pembentukan Keputasan serta belum adanya metode yang pasti yang
dapat menjadi acuan dalam peoyusunan suatu kaideh-kaidah bukum
yang ditbanglan dedem keputusan di Inglbungean Kementerian Agaunes.

Untuk ltu, diperlukan pedoman sebagai ecuan schingga dalam
peoyusunan  Keputusan dan  Instrumen  hukum  lainnye  pada
Kementerian Agams dapat dilsbuksn dengan tertib, mempergunsloan
metede yang pasti, balku, dan standar sesual dengan ketsntuan
peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditentukan.



B. Maksud dan Tujuan

Meksud : Padoman penyusunan Heputusan dan Instrumen Hulm

lminnya pada Kementerian Agama dimsksudkan sebagai
panduan bagi petugas pelaksana di tingleat pusat dan
daerah yang bertanppung jewab dan berwenang dalam
menyusun  kaidah-kaidah hukum  yang  berbentuk
Keputusan dan Instrumen hukum lainnya.

Tujuen : Pedeman penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum

lainnya bernjjuan menciptaken tertib administrasi dan
keselaragan dalam penyusunan kebifakan yang dituangkan
dalam bentuk Keputusan dan Imstrumen Hukum lainnya
peda Kementerian Agama.

C. SEaaaran

Sasaran penetapan Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen
Hukum lainnya pada Kementsrian Agama adalah:

1.

2.

3.

Keseragaman pola pikir dalam penyusunan suatu Keputuesn dan
Instiurm*n hukum lainnya;

Kemudehen dan kelancaren delam penyusunan Keputusan dan
Instrumen hultum lainnys; dan

Keterpaduan dalam prosedur penyusunan Keputusan dan [nstrumen
hukum lainnya.

D. Rueng Lingkup

Fedoman Penyusunan Keputusan dan Instrurnen Hukum lainaya

pada EKementetian Agama meliputi bentuli/format den  prosedur
penyusunan  Keputusen dan  Instrumen Hukum  lainnya pada
Kementerian Agama.

E. Pengertion Urnum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

*

Keputuzan adaieh jenis Peraturan Perundang-undangan yang materi
muatannya berisi ketentuan-ketenitnan yang bersifat penstapan
terhadap suatu subyek/obyek sebush pelakaanaan kebijakan/
penyelenggaraan kegiatan,

Instrumen Hukum adalah alat/dokumen yang dipergunakan sebagai
dasar dalam melakeenaken suain kegiatan.

Pemraktarea adalsh satuan kerjaforganisasi yang bertanggung jewab
atas suatu pelaksanaan kebjjakan/penyelenggarasn kepiatan,
dimana peleksanaan kebijakan/penyelengparaan kegiatan tersebut
memerlukan suatu keputusen yang ditetapksan olsh pejabat yang
berwenang.

Perancang adelah petigas pelaksana yang bertanggung jawab dalam
proyusunan zuatu Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang
Lerwanang.

Menteri adalah Menteri Agama.
Sekjen adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama,
Dirjen sdalah Direktur Jenderal pade Kementerian Agemas.,
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8. Injen adalah inspektur Jenderal Kementerian Agama,

9. Ka.Badan sdalah Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat
Keapamaan.
10, Pimpinan Pergaruan Tinggi Keagamaan Negerl adalah:

-Rektor:  Universitas lslam Negeri (UIN), Institut Agama Islam
Negeri {([AIN), dan Institut Hindu Dharma Neged IHDN).

- Ketua - Sekolah Tinggi Agema lslam MNegeri (STAIN), Sekolah
Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tingg:
Agama Hindu Negeri [STAHN), Sekolah Tinggi Agama
Buddha Negeri (3STAEN).
Il.Ka.kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi,

12. Kepale Balai adalah Kepala Balai Lithang Agama dan Kepala Balai
Diklat Keagamaan.

13. Ka.Kankemenag adalah Kepsla Kantor Eementerian Agama
Kabupaten/Kota,.

14 Kepala UPT Aszrama Haji adalah Kepala Unit Pelsksana Teknis
Asrams Haji Embarkasi,

15, Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urugan Agame Kecamatan,

16, Kepala Madrasah Megeri adalah Kepala Madraseh [btidaiyah Megeri
(MIN), Kepala Madrazah Tsanawivah Megeri (MTsN), dan Kepala
Madrasal: Alivah Heger [MAN).
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BAR 11
FROSEDURE PEMBENTUKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Keputusan Menteri Agama (KMA) merupakan suatu penatapean ¥ beriai
l;};fdbijakm Menteri Agema dalam tangka menjalankan fungai pcmn:ri;ngﬁimn di
ENng apama.

Mater mustan KEMA berisi:

1. Penetapan yang diamanatlan oleh peraturan perundeng-undangan vang
Iebih tnggi; danfatan

a, Fgla}:aanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang agama.

A.Pembentukan Keputusan Menteri Agama {KMA) dilakukan dengan prosedur
sebagai beriloat:

l. Perencananm

Perencanaan pembentuken KMA dilalukan olch pemrakarsa yang
merupakan pimpinan unit eselon 1 atau unit eselon I yang akan
menggjukan usul pembentulan KMA,.

Dalam rangka perencanssn pembentuken HMA, pemrakarsa dapat
menyelenggarakan rapat keordinasi internial yang membahas regulasi-
regulasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanasn tugas dan
fungsitiys.

2. Pemyusanan
Tehapan dalam penyusunan Rancangan KMA scbagai bertkut:

a. Rancangan KMA disiapkan cleh Pemrakarss pimpinan unit eselon [
atau unit eselon I1 sesuski dengan tuges dan fungsinys;

b. Dalam rangka pernyusunan rancangen KMA, pemralarsa dapat
mengikut  sertakan  Kementerian/lembaga terkait, ahli huloum,
praktisl, dan aksdemisi yang menguasai substans] yanpg berkmitan
dangan materi rancangan KMA;

¢, Pemrakarsa menyampailten rencengan KMA yang telah disusun
kepoda Seluetaris Jendersl disertai surat permohonan yang herisi

penjelasan mengenai desar perimbengen, dasar hukum, dan pokolk
inaterd yang diatur,

d. Dalam hal rancangan KMA merupskan perubahen den KMA yang
gudah ada, dalam penyampaian rancangan KMA  dilempirkan
perzandingan KMA vang akan dlubabh dengan rancangan KMA yvang
digjukan;

e, Seloretaris Jenderal menyampaiken rancangan EMA kepads Biro

Hultum den Kena Sama Luar Negerd (KLN) untuk di proses lebih
lanjut;

1. Dalam rangka prozes penyusunan rancangan KMA, Pemrakarsa
wajibk menyampaikan soft copy rancangan KMA kepada Biro Hukum
dan KLN;

E Biro Hukum dan KLN melakunkan penelashsn yang meliputi
sinkronizazi dan harmonisast konsep serta peny#suaian sistematilia
dan tcknik pemncangan;
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h.Rencangan KMA yang tidel sesuai dengan ketentuan / periu
penguatan sutansi dapat dikembalikan kepada Pemrekarsa untuk
disernpurnalkan:

} Dalam rangka sinkronisazi dan harmonisasi konsep, Kepela Biro
Hulum dan KLN dapat mengadakan rapat pembahasan dan/atau
melakukan ]tmrdi:msi dengan unit Kkerja eselon 1feselon 1
Pemrakarsa/instansiflembaga terkait lainnya di luer Kementedan

j. Rancangan Keputusan dibuat sebanyak 2 {(dua) rangkap terdiri dari
Keputusan yang memuat kotek persetujuan dan tanpa kotak
persztujuan;

k. Perancang, kepala sub bagian, dan kepala baglan yang membidang
perancangan KMA membubuhkan tanda tangan pade letak
persetujuan dari setiap lembar belakang rancangan KMA sebagad
bultti rancangan KMA telaly ditelaah den difinalisasiken;

L. Hepula Bire Hukum dan KLN menyempaiken rancengan KMA yang
telah difinglisasikan kepada pimpinan unit kerja eselon ! dan/fatay
pimpitian vnit kerja eselon I Pemrakarss untuk memperoleh paral
pada kotak perzetujuan dari setiap lembar depan rancangan KMa
sebagai bukt persstujuan terhadap materi yang akan ditetapkan;

m. Fancangen KXMA yang telah dibubuhi paraf pejabat eselon | danfatsy
ezelon |l Pemrakarsa dikembalikan kepada Biro Hukum dan KLN;

n. Kepala Bire Hultum dan KLN membubuhkan paral pada kotak
persetujuan dari setiap lembar depan rancangan KMA dan pada
sebelah kiri/sebelum nama Menteri Agama yang terletak pada kolom
pengesahan;

o. Rancangan KMA yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Biro Hukum
dan KLN disampaikan kepada Sekretaris Jenderal;

p. Sekretaris Jenderal membubuhkan paral pade ketak persetujuan
dari eetiap lembar depan rancengen KMA dan pada sebelah
kanan/ectelah nama Menter Agama pada kelom pengesahan; dan

q. 2 {dua) rangkap rancangan KMA yanp telah dibubuhi paraf oleh
Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

3. Penetapan
Tehapen dalam penstapan Keputusan Menteri Agama sehagad berikut:

a. Rancangan KMA ditctepkan cleh Menteri dengan membubuhkan
tanda tengan; dan

b. Rancangan HKM2& wyang telah  ditandatangani  olehh Menterd
disampaiken kembali kepada Sekretaris Jenderal yang selanjutnya
diterusksn kepads Biro Hukum dan KLN untuk diberi nomor dan

tangpal penetaparn.

4. Penyeharluasan dan Pendokumentasian.

Tehapen dalam penyebarluasan dan pendokumentasian Keputusen
Maiiter Agaima sebagai berikut:

a. KMA vang teleh diberi nomor dan tanggal penetapan, digandekan
sebagai salinan dan diberikan cap Kementerian Agama;



b.

“H-

KMA yang telah diberi cap Kementerian Agama  dilegalisir oleh
Kepale Biro Hukum dan KLH kemudian dmumpmkﬁ kepada
pimpinan unit kerja estlon | dan fataw pimpinan unit kerja eselon 11
Permnrakaraa, dan

2 [dua) ranglap Keputusan yeng memuat Kotak persehujuen dan
tanpa kotak persetujuan, disimpan Bire Hubam dan KLN sebagaj
arsip paca Sub Bagian yang membidang dekumentasi.

E. Pembentukan Keputusan Menteri Agama yang ditandatatbgani pejsbat
2zelon 1 pusat atas nama Menteri

1. Pembentukan Keputusan yang ditandatangani Sekretaris jenderal atas
nama Menten dilakuken dengan prosedur sebagai berlout:

- 1

b.

¥

Penyusunan draft rancangan KMA dilalnkan oleh gatuan kern,
unit #selon [ Pemrakarsa;

Eanmr!gaq KMA yang telah disusun o¢leh Pemrakarsa digjukan
oleh pimpinan satuan kerja wnit eselon II kepada Sekretaris
Jenderal untuk diproses lebih lanjut;

elkretaris Jenderal menyampailtan arahan danfatau persetujuan
terhadap rancengan KMA yang diusulkan penetapannys oleh
pinpinan unit eselom [ Pemrekarsa kemudian menyampaikan
rencangan EMA kepada Bire Hukum dan KLN untuk diproses
scsual  dengan  sistematika  dan  teknik  perancangsn  yang
ditentukan gleh peraturan perundang-undenpan;

Dalam rangka finalisasi rancangan KMA, Biro Hukum dan KLN
dapat mengsdakan rapat pembahaszan harmonigasi danfatsu
melakukan koordinasi denpan wnit kerja eselon Ifeselon II
pemtakarss, unit kéra eselon [ terkait danfatau instansi terkait
lainnya di luar Kementerian Agema;

Rancangan Keputusan dibuat sebanyak 2 |dus] rengisp terdin
dari Keputusan yang memuat kotak persetujuan dan tanpe hotak
P rmatujuan

Perancang, kepala sub, dan kepala bagian vang membidang
Perancangan KMA membubuhkan tandatangan peda kotak
persetujuan dari setiap lembar belakang rancangan KMA sebagai
bukti rancangan KMA telah ditelanh dan difinaliaasi;

Kepala Biro Hulkum dan KLN menyampailtan rancangan KMA yang
telah difinalisasi kepade pimpinan unit kerja eselon II Permrakarsa
untuk memperoleh paraf pada kotalkk persetujusan dari setiap
lember depan rancangan KMA dan pada scbelah kanan/setelah
nama Sekretaris Jenderal yang terictak pada kolom penetepan,
gebagal bukti persetujuan terhadap materi yang altan ditetapkan;
Rancanpan KMA yang telah dibubuhkan paraf oleh pimnpinan unit
kerja eselon 11 Pemrakarsa dikemnbelikan kepada Biro Hulcum dan
KLIN;

Kepals Birc Hukum dan KLN membubuhkan patal pada kotak
persetujuan dari setiap lembar depan rancangan KMA dan pada
gsebeleh kiri/=ebelum nama Sskretaris Jenderal yang terletak pada
kolom pen=tapan;

Rancangsan KMA vang telah dibubulu paraf oleh Kepala Eiro
Hulum dan KLN disampaikan kepada Sekretatia Jenderal untuk
di arn;
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FRencangan Keputusan ditetapkan oleh Sekretaris Janderal atas
nama Menteri Agama dengan membubuhkan tanda tangsn;

Keputusan yang telah disahkan oleh Selgvtaris Jeanderal atas
nama Menieri Agame dikembalikan kepada Bire Hulom dan KLN
untule diberiican nomor dan tanggal penstapan;

KMA yang telah diber] nomor dan tanggel penetapan, digandakan
sebagal salinan dan diberikan cap Kementerian Agama;

EMA yang telah diberi cap Kementenan Agama dilegalisir oleh
Kepala Birc Hulum dan KLN kemudian disampeikan kepads
pimpinan satuan kerjs egelon 11 Pamrakarsa: dan

2 |dua) rangkap Keputusan yang memuat ketak persetujuan dan
tanpa kotak persstujuaen, disimpan Bire Hultum dan KLY sebagal
ersip pads Sub Bagian yang membidangi dekumentasi.

2. Pembentuken Keputusan yang ditandatangani pejabat eselon [ pusat
atas name Menteri dilalukan dengan prosedur sebagad berikout:

a.

b.

Penyusunan draft rancangan KMA dilakukan cleh satuan kerja
unit sszlon 11 Pemraksraa;

Rancangan KMA wang telah disusun elsh Pemrakarsa diajulkan
cleh pimpinen satman kerja unit eselon II kepada Sekretaris,
untuk dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada Menten;

Menteri menyampaikan rancangan KMA kepada Sekretaris
Jenderal untuk diproses lebil lanjut;

Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan KMA ters=but
kepade Biro Hukum dan KLN untuk diproses sesuai cengan
gigtematika dan teknik prrancangan yang ditentukan oleh

perabturan perundang-undangan;

Dalam renpks finglisasi rancangan KMA, Biro Hulum dan KLN
dapat mengadaken rapat pembahasan hecmonisssi danfatau
melalrkan koerdinasi dengan satuan kerja es=lon Ifeselon I
pemraksarsa, danfateu instansiflembaga terkait lainnya di luare
Kementerian Agama;

Rancangan Keputusen dibuat scbanyak 2 (dua) rangkap terdiri
dari Keputusan yang memuat kotak persetujuan dan tanpa kotak
persehyjuan;

Perancang, kcpala sub, dan kepela bagian yang membidangi
Perancangen KMA membubuhkan tandatangan pada kotak
persetujuan dari setiap lembar belakeng rancengan KMa scbagad
bukti rancangan KMA telah ditelaah dan difinalisasi;

Kepala Biro Hukum dan KLEN menyampaikan rancangan KMA yang
telah difinalisasi kepada pimpinan pada satuan kerja eseion 11
permrakarsa untul memperolel paraf pada kotak persetujuen dari
sctiap lembar depan ramcangan KMA =ebapgai bukt persetijuan
terhadap materi yang akan ditstaploan:

Fancangan EMA disampaikan kepada Sekretaris satman kerja
eselon ! untuk mempercleh paraf pada kotak persetujuan disetiap
lembar depan rancangan KMA dan pads sebelah kenan/sesudah
nama pejabat eselon I yang terletak pads kelom penetapan;
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Rancangun KMA yang telah dibubuhken parafl oleh Sekretarls dan
pimpinan satuan kerla eselon I Pemrakarsa dikembalikan kepade
Biro Hukum dan KLN;

. Kepala Bire Hukum dan KLN membubuhkan paraf pada kotak
persetujuan dati seGap lembar depan rancangan KMA dan pada
sebelah kiri/sebelum nama pejabat eselon 1 ates nama Ment=ri
Agama yang terletak pada kolom penetapan;

Rancangan KMA yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Biro
Hukum dan KLN dizampaikan kepada pimpinan satusn kerja
esslon I untulk ditetapkan;

- Rancangan Keputusan ditetapkan oleh pimpinan satuan kera

eselon [ ates nama Menteri Apama dengan membubuhkan
tandatanpan,

- Keputuzan yang telah ditetapken cleh pimpinan sabuan kera
eselon [ atas nema Menieri Agama diteruakan kepada Biro Hukum
dan KLN untuk diberikan nomor dan tanpgpal penetapan:

KMA yvang telah diberi nomor den tangeal penetapan, digandakan
acbagai salinan dan diberikan cap Kementerian Agama;

- KMA yang telah diberi cap Kementerian Agama  dilegalizic oleh
Kepala Biro Hukum dan KLN kemudian disampaikan kepeda
pimpinan satuan kerja eselon [ dan/etau pimpinen satuan kerja
eselon 11 Pemrakarsa dilinglungan unit ketja cgelon I; dan

. 2 {dua) rengkap Keputusan yang memuat kotak persetujuan dan
tanpa kotak persetujuan, disimpan Biro Hukum dan KLN sebagai
arsip pada Sub Bagian yang membidang dokumentasi.
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BAR III

FROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN FIMPINAN SATUAN KERJA

DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pimpinan satuen kerje dan wunit pelaksana tekmis (UPT), dapat
membentuk suatu Keputusan berdaserkan kewenangan vang diberlkan oleh
Peraturan / Keputusan Menteri,

Selain jtu, pimpinan satuan kerja dan UPT dapat membentuk suatu

keputusan berdasarkan kewensngennye sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsinya dalam membantu Menteri menyelenggarakan pemerintahan,

Pimpinan satuan kerja dan UPF yang dapat membentuk suaty Keputusan

yaitu!

meEn TR

Fejabat Pimpinan Unit Kerja Ezslon I Pusat;
Fimpinan Perguiuan Tinggi Keagamaan Negeri;
Fejabat Pimpinan Unit Kerja Eselon 11;

FPejabat Fimpinan Unit Kerja Eselon 111;

Kepala Madrasah Negeri; dan

Kepala KUA Kecamatan,

A. Hepubugsan yang dikentuk oleh Pejabat Pimpinan Unit Herja Eselon [ Pusat
(Sekjen, lijen, Dirjen, dan Ka Badan)

1. Pemyusunan Keputusan Sekjen dilakukan dengan prosedur sebagai
berilut:

H.

L.

Pemrekarsa menyampaikan rancangan Keputusan kepada Kepala
Biro Hulcurn dan KLN;

Kepala Biro Hukum dan KEN menyampaikan rancangan Keputusan
kepada kepala bagian yang membidangi perancangan Keputuaan
Menteri Agama (KMA) untuk diproses lebih lanjut;

Kepala bagian menyampaiken rancangan Keputuzan kepada kepala
sub bagian yang membidangi perancangen Keputuean Menteri
untuk  disempumnsksn  sesusi dengan  Ketentuan peraturan
perundeng-undangan;

Deiam rangka hermonisasi substansi Keputusan yang disusun,
Kepala Biro Huloum dan KLN dapat mengadakan rapat pembahasan
danfatau kocrdinasi dengan Pemrakarsa danjfataun  instansi/
crganizasiflembaga/unit terkait lainnya di luer Kementerizn
Agama;

Rancangan Keputusen dibuat sebanvak 2 (dua) rangkap terdis dani
Keputusan yang memuat kotak persemujuan dan tanpa kotak
persetujuan;

Perancang, kepela sub bagian, dan kepala bagiat yane membidangi
perencangan KMA membubuhken paref pada kotak persetiyjuan
dari setiap lembar belakang rancangan Keputusan yang sudah
difinalizaai;

Kepala Bire Hukum den KLN dan Pejabat eselon 1 Pemrakarsa
membubuhkan paral pada kotak persetujuan dari setiap lembeg
depan rancangen Keputusan;
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Pade Dbagian pengesahan, Kepala Birc Hukum dan KLN
membubuhkan paral pada sebelah kanan/feesudah nama Selgen
dan lkepals bagiann yeng membidangi perancangsn  KMA
membubuhkan paref pada sebelah kiri/sebelum name Selkgen:

Kepala, Bire Hukum dan KLN menyampaikan rancangan Keputusan
tersebut kepada Sckjen untuk ditetapkan:

Keputusan ditetapkan oleh Sekjen dengan membubuhkan tanda
tangan;

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Sekjen dikernbalikan kepada
Birg Hultum dan KLN untuk diberi nomor dan tanggal penetapan;

2 (dua) rapgkep Keputusan vang telah diberi nomor dan tanggzal
penetapsn  serta memuat kotsk persetmjuan dan tanpa kotak
persetiyjuan, dizimpan sebagai arsip pada sub bagian vang
membidangi fangsi dolkbumentas); dan

Sub bagian yang membidang fungsi dokumentasi menyampaikan
1 (satn) rangkap salinen Keputusan yang telah dilengkapi nomor
dan tanggal penetapan kepada Pemrakarsa.

. Penyusunan Keputusan Ijen, Dirjen, dan Ka Badan dilakukan dengan
prosedur sebagal benlout:

a.

b,

Pemrakarsa menysmpaikan rancengan Keputusan  kepada
Sekretaris satuan kerja eselon I;

Sekretana menyampeikan rancangan Keputusan kepada kepala
bagien yang membidangi peraturan perundang-undangan untuk
diprogses lebih lanjut;

Kepala bagian menyampaiken rancangan ¥eputusan kepada kepala
sub bagian yang membidangi perancangan peraturan perundang-
undangan untuk discrmpurmakan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-urtdangan;

Dalam rangka hermonisnsi substansi Keputusan yang disusun,
Sekretaris dapat mengadakan rapat untuk pemmbahesan dan/fatey
koordinasi dengan Pemrakarsa danfatau  instansi/orpanisasi/
lermbaga funit ceckait lainnys di luar Kementerian Agama;

Rancangan Keputuaan dibuat sebanyak 3 ftiga) rangkap, terdir dari
1 {sam) rangkap vang memuat kotak persetujuan dan 2 [dua)
ranghap tanpa kotak persetijuan;

Peranceng, kepala sub bagian, dan kepale bagian yang membidangi
peraturan perundeng-undangan membubuhkan paraf pada kotak
persetujuan dari sstiap lembar belakang rancenpan Keputuszan
veng sudah difinalisasi;

FPejabat eselon II Pemrakarsa, dan Selretaris satuan kerja eselan [
membubuhlkan paraf pada kotak persetujuan deri setiep lemabar
depan rancengan Keputusan;

Datarn hel usulan rancanpan Keputusan berasel dar Sekretariat
eselon [, yang membubuhken paral pada kotak persetajuan dari
setinp lembar depan rancangan Keputusan hanya pejabat eselon [
Pemrakaraa dan Sekretarls satuan kerja eselon I;

Pada bhagian pengesahan, Seolostaris setuan kerja seelpn 1
membubuhkan paral pada sebelah kananfsesudah nama pejabat
e#selon | dan Pejabat esslon Il Pemrakarsa membubuhkan paraf
pada sebelah kiri/sebehim name pejabat eaelon T;
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Dalarm hal usulan rancangan Keputusan berzsal dart Sekretariat
esclon I, kepala bagien yang membidangi peraturan perundang-
un_r;lsmgan membubuhkan paraf pada sebelah kirifsebelum nama
pejabat estlon i;

Keputusan yang telah dilengkapi paral pade kotsk persetujuan dan
pengesahan disampaiksn oleh Sekretaris kepada pimpinan satuan
kerja eaclon I untuk ditetapkan;

Keputusan ditetapkan oleh pimpinan satuan kerje eselon 1 dengan
membubiihkan tanda tangan;

Keputusan yang telah ditetapkan oleh pejabat pimpinan satuan
kerja eselon 1 dikembalikan kepada sub bagian penyusunan
peraturan perundang-undengan untuk diberi nomor dan tangeal
Penetapan;

2 {dua) rangkap Keputusan yang telah diberi nomor dan tanggal
penetapan serta memuat kotak persetujuan dan tenpa kotak
persebujuan disimpen sebagal arsip pada bagian yang membidangi
peraturan perundang-undangat, dan 1 (satu) rangicap tanpa kotak
persetujuan disampaikan pada Pemrakarsa; dan

Salinan Keputusan unit eselon I yang bersifat kebijakan wajib
disgmpeiken kepade sub  bagian yang membidangi fungsi
doloumentasi pada Bire Hukum dan KLN paling lambat 3 [tiga} hari
aetelah ditetapksn,

B. Penyusunen Keputusan Pinpinan Perguruan Tingg Keagemaan Negeri
iRektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri|

Penyusunan Keputusan Rektor UIN/IAIN dilakukan dengan prosedur
sebapai berikut:

1.

B,

b.

Pemrakarsa menyampaikan rancangan Keputusan kepada Kepala
Biro yang membidangi administrasi;

Kepala Biro menyampaikan rancangen Keputusan kepada kepala

bagian yang membidangi peraturan perundang-undangan untuk
diproses lebih lanjue:

Eepala bagian menyampailan rancangan Kepuatasan kepada kepala

sub: bagian yang membidangi perancangan peraturan perundang-
undangan untuk disempunekan sesuai dengan ketentoan

peraturan perundang-undangan;

. Dalam rangks harmonisas subatsnsi Kepubusan yanpg disusun,

Kepala Biro dapat mengadakan rapat pembahasan denfatau
keordinasi dengan Femrekarsa danfatan instansi/crganisasif
lembaga/wut teckait lainnya di luar Universitas/Inatitut, untuk
mengharmonisasikan substansi rancangan Kepuinsan;

Rancangan Keputusen dibuat sebanyak 3 {tiga) rangkap, terdiri dari
1 {saty] ranpkap yatg memuat kotalt persetujnan dan 2 dua)
rangkap tanpa ketak persctujuan;

Perancang, kepala sub bagian, dan kepala bagian yang membidang
peraturan perundang-undangan membubuhlan parsf pada ketak
persetujuan dari setiap lembar belakang rancangan Keputusan
yang sudah difinalizasi;
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Kepala Biro yang membidengi administrasi dan pimpinsn unit
ke:j&fl.[?l‘ Pemrakarea membubuhkan peral pads kotak
praetujuan da.n setiap iembar depan rancangan Keputusan yang

Pada bagian  pengesahan Wakil Rekior yang membidangi
administrasi membubuhkan paraf pada sebelah kanan/sesudah

name Rektor dan Kepala Biro membububkan peraf pada =ebelah
kiri/ sebelum nama Rektor;

Ranicangan Keputusan yang telah dilengkapi dengan paraf pada
kotak persetujuan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan,

Keputusan ditetepkan cleh Rektor dengan membububkan tanda
tangan,
Keputugan yeng telah ditetapkan gleh Rektor dikembalikan kepada

Kepala Biro yang membidangi peraturan perundang-undangan
untuk diberi nomor dan tanggal penetapan; dan

2 (dua) ranghap Keputusan yang teleh diberi nomor dan tangpal
penctapan serta memuat kotak dan tanpa kotak persetujuan
disimpan sebagai arsip pada bagian yaung membidang peraturan
perandang-undangan, dan 1 {satu) rangkap tanpa kotak
persetujuen disempaikan kepada Pemrakarse.

- Penyusunean Keputusan Rektor sebagaimana dimeksud dalam angka 1
berlakn mudatis mutandis terhadap penyusunan Keputusan Senat,
Dekan, dan Direldar,

. Pemyusunen Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama
[Kebua STAIN, STAKN, STAHN, STABN dan STAKatN)

Penyusunan Keputazan Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri dilaloulan
detigan prosedur sebagat berikut:

a.

Fernrakarsa menyampaiken rancangan Keputusan kepada Hepela
Bagian yang membidangi peraturan perundang-undangan untk
diproses lehih lanjut;

Kepala bagian menyampaikan rancangan Keputusai kepads kepala
tub hagian yang membidangi perancangan peraturan perundang-
undangan wuntuk disempumakan sesuai dengan  ketentuan
peraturan petundeng-undangan,

Dalam rangla harmenisasi substansi Keputusan yang disusun,
Kepala Bagien dapat mengadakan repat pembahassn den/atau
koordinasi dengan Pemrakarsa danfatau instansi/organisasi/
lermbega/unit terkait lninnya di luar Seknlah Tinggd Agama Negerd:

Rancangan Keputusan dibuat sehanyalk 3 [tiga) rangkap, terdin dar
satu rangkap yang memuat kotak persetujuan dan dua renglap
tanpa kotak persetwjuan:

Perancang dan kepala sub bagian yang membidangi peraturan
perundang-undangan membubuhkan paraf pade keotak yang
terletak pada bagian belakang rancengan Keputusan yang te=lah
dinalisasi;

Eepala Bagian, pimpinan pemrabarsa dan wakil ketus yang
membidangi edministrasi membubuhkan paral pada kotak vang
terletak pada bagian depan rancangan Keputusen yang telah
difinalisasi;
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g. Pada bagian pengesahan, wakil ketue yang membidangi
administasi membubuhkan paraf pada sebelah kanan/sesudsh
nama HKetua Sekolah Tinggi Agama MNegeri, dan kepala bagian
membubuhkan parafl pada sebelah kiri/sebelum nama Katua
Sekolah Tingei Agama Negeri;

h. Rancangan Keputusan vang telah dilengkapi dengan paral pada
kotak persetujuan disampaikan kepada Ketus untuk ditetaplan;

i. Rancangan Keputusan ditetapken oleh Eetus Sekolah Tinggi Agama
Negeti dengan membubuhken tanda tangan;

j. Keputusen yang telah ditstapkan oleh Ketua Sekolal Tinggl Agama
Megeri dikembalikan kepada sub bagien yang membidang
peraturan perundang-undangan untuk diberi nomor dan tanggal
penetepan; dan

k. 2 [dua} rangltap Keputusan yang telah diberi nomor dan tanggal
penetapan serta memuat kotak dan tanpe kotek persetujuan
disimpan sebagai arsip pada bagian yang membidangi peraturan
penundang-undangan, dan 1 (saty! rangkap tanpa kotak
persetujuan disarnpaikan kepada Pamrakarsa,

4. Penyusunan mengenm Keputisan Ketua Sekolah Tinged Apamea Negen
sebagaimana dimakeud dalam angka 3 berlaku mutatis mutandis
terhadap penyusunan Keputusan Senat dan Ketua Jurazan.

Kepunisan yang dibentuk cleh Pejabat Fimpinan Unic Kerja Eselon 1.

Petyusunan Keputusan Kepala Kantor Wilayah (Ka Keanwil) Kementerian
Apama Provinsi dilakulken dengan prosedur sebegai berilout:

8. Pemrokarse menyampailan rancangan EKepubusan kepada Kepals
Bagian Tata Usaha unbuk diproses lebih lanjut;

b. Kepala Bagian Tata Useha menyampailkan rancangan Keputusan
zrsebut kepada kepala subk bagien yang membidangi peraturan
perundang-undangan untuk disempurnakan sesuai dengan ketsntuan
peraturan perundang-undangan,

c. Kepala sub bogian yang membidangi peraturan perundang-undangan
dapat mengadakan rapat pembabasan danfatau koordinasi dengen
Pemrakarss dan/atan instansiforganisasi/ lembaga/unit terksit
lainnya, untuk mengharmonisasiken substansi rancangen Kepubisen
setelah berkoordinasi denpan Kepala Bagian Tata Usahs;

d. Rancangean Keputusan dibusat sebanyak 3 {tga) ranglkap, terdin deri 1
(saba} rangkap vang memuat kotak persctujuan dan 2 (dua) rangkep
tanpa Kotak persetyjuan;

e. Kepala Sub Bagian, Pemrakarsa, dan Kepale Bagian Tata Usaha
membubuhlkan paral pade kotek persetyjuan dari setiap lembar depan
draft akhir rancangan Keputusan yvang telah difinalisasi;

[. Pada bagian pengesahan, Kepala sub bagian yang membidangi
peraturan  perundang-undangsn membubuhkan paraf pada sebelah
kirifgebelum nama Ks.Kanwil dan Kepala Bagian Tata llsaha
membubuhkan paral pada sebelah kanan/seteloh nama Ka Kanwil
yvang terletak pada kolom penstapan;
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g- Keputusan ditetapkan oleh Ka.Kanwil dengan membubuhkan
tanda tangan;

h. Keputusan yang telah ditandatengsni Ka.Kanwil disampailan
kembali kepada sub bagian yang membidang  peraturan
perundang-undangan untk diberi nomoer dan tanggal penctapan;
dan

i. 2 (dua) rangkap Keputusan yang telah diberi nomar dan tanggal
penetapan serta memuat kotask den tanpa kotak persebijuan
disimpan sthagal arsip pada bagien yang membidangi peroturan
perundang-undangan, dan 1 (saty} rangkap tanpa kotek
persetujuan disampaikan kepada Pemrakarsa,

D. Keputusan yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja Eselon I11.
(Ka.Kankemenag, Kepala Balei, Kepala Lajnab, Kepala UPT Asrama Haji
Embarkasi dan Kepala UPQ)

Penyusunan Keputusan Ka Kankemenag, Kepala Palai, Kepala Lajnah,
Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi dan Kepala UPQ dilakukan dengan
prosedur sebagal beriloat:

1.

2.

1.

Pemrakarsa menyampaikan rancangan Kepubusan kepada kepala sub
bagian yeng membidangl administrasi untuk diproses lebih lanjut;
Kepala sub begien yang membidangi administrasi menyampaikan
rancangan  Keputusan  tersebut kepada Perancang untuk
discmpurnakan sesuai dengan ketentusn peraturen perundang-
undangan;

- Kepala sub bagian yang membidang administrasi dapat mengadaksn

rapat pembahasan dan/ateu koordinesi dengsn  Pemrakarsa
danfatan  instansiforganisasi/lembagafunit terkait lainnva untuk
mengherinonisasikan substansi rancangan Keputusan;

. Rancangan Keputusan dibuat sebanysk 3 (tga) rangkap, terdiri dari

1 [satu] rangkap yang memuat kotak persetujuan dan 2 [dua) rangkap
tanpa kotak persetujuan;

Perancang, Kepala sub bagian yang membidangi administrasi, dan
Pemrakarsa membubublkan paraf pada ketak persebajuan dari setiep
lernhar depan rancetigan Kepumsan yang telah difinalisasi:

Pada bagian pengesehan, Kepala sub bagian yang membidangi
administrasi membubuhkan paraf pada sebelah kanan/sebehim nama
Pimpitian satuan kerja/UPT dan pemrakarsa membubuhkan paral
pada sebelah kiri/ sebelum nama pimpinan satuan kerje/ UPT:

Rancangan Keputusan disampaikan gleh kepala sub bagian yang
membidang administrasi kepada pimpinan satuan kega/UPT untuk
ditetapkan;

Keputusan ditetapkan olth pimpinan saman ketja eselon I/ UPT
dengan membubuhkan tanda tangen;

Keputusan vang telah ditetaplean oleh pimpinan sstuan ketja eselon
M/UPT dikemmbaliken kepada Sub Bagian yang membidangi
adminjstrasi untuk diberl nomer dan tangeal penetapan; dan

2 jdua) rangkap Keputusan yang telah diberi nomor dan tangeal
penetapan serta memuat katak dan tanpa kotsk persetujuan disimpan
sebagei arsip pada bagian yang membidangd sdministrasi, dan 1 (satu)
rangkap tanpa Kotak persetujuan disampaikan kepada Pemrakarsa.
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E. Eeputusan yang dibentuk cleh Kepala Madrasah dan Keputusan Kepala
KUA Kecamatan,

Penyusunan Kiputusan Kepala Madrasah Aliyah Neger (MAN) dan
Madrasah Tsanawiyeh Negeri (MTsM) dilakukan dengan prosedur
sebagai berikui:

1.

EL.

b

Pemrakaraa menyampaikan usulen rencangan Keputusan kepada
Kepale Urusan Tata Usehe untuk diprosss lebih lanjut;

Kepalz Urusan Tata Usaha menyampaikan rancangan Keputusan
tersebut kepada Perancang untuk disempurnekan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam rangka mengharmonisasikan substansi rancangan
Keputusan, Kepala Urusan Tata Usaha dapat menpoadakan rapet
pembahasan danfatau  berkoordinasi  dengen Pemrakarsa
danfatau instansiforganisasif lembagefunit terkait Jainnys,
setelah berkoordinasi dengan pimpinan Madrasab:;

Eencangan Keputusan dibuat sehanyalk 3 (tiga) rangkep, terdic
dari 1 [satu} rangkap yang memuat kotak persetujuan dan 2 jdua)
rangkap tanpa kotak pergetujuan;

Kepala Urusan Tata Usaha, dan Pemrakarsa membubuhlkan paraf
peda kotal persetujuan dari setap lembar depan remcangan
Keputusan vang sudah difinalisasi;

Pada bagian pengesahan, EKepala Urusan Tata Usaha
membubuhkan paraf pada sebelah kanan/eesudah nama
Ka Madrasah dan pemmrakarse membubuhlkan paraf pada sebelah
kirl{sebelum nema Ka Madrasah yang terletak pada bagian
pen#tapan Kepuiusan;

Kepala Uruzan Tata Usaha menyvampeikan rancangan Kepubasan

vang audah dilengkapi denpan paraf kepada ¥a Madrasah untuk
ditstaploan,

Keputusan ditstaphkan oleh Ka Madrasah dengan membubuhkan
tanda tengan;

Ke=putusan yang telah ditetapkan oleh Ka Madrazah dilkembaliltan
kepads bagian yang membidang Tata Usaha untuk diberi nomor
dan tangga) penetapan, dan

2 {dus] rangkap Keputusan yang telah diberikan nomor dan
tangeal penetapan  serta  meémuat kotak dan tanpa  kotak
persetujuan disimpan sebagai arsip pada bagian Tata Usaha dan
1 [satw) rangkap tanpa kotak perserujuan disampaiksn kepada
Pemrakatsa,

Penyusunan Keputusan Kepala Madrassh Ibtidaiyah Negerl [MIN)
dilalrukan dengan proaedur sebagai beriloat:

a. Kepala MIN sebapgai Pemrakarsa, menyampaikan rancangan

Keputusan kepada Peranceng untuk disempumakan sesuni
dengan ketetituan peraturan perundang-undangen;

Dialam rangka mengharmonisasikan substansi rancangan, Kepala
MIN dapat mengadaksn raEpat pembahasan dan/atan
berkoordinasi dengan instensiforganisasiflembagsfunit tedkait
leinnya,
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Perancang menyampaikan rancangan Keputusan yang sudah
dizempurnekan kepada Kepala MIN untuk ditetepkan;

. Keputuean ditetapksan oleh Kepala MIN dengan menmbubuhkan

tanda tangan;

Ke=putusan yang telah ditetaploan oleh Kepala MIN disampailkan
kepade perancang untuk diberi nomor dan tanggal penetapan; dan
Keputusan dibuat sehenyak Z (tgs) ranglap, 1 (satu] rangkap
dizimpan sebagai arsip pada bagian administrasi dan satg
rengkap disampaikan kepada yang membubahkan,

3. Penyusunan Keputusan Kepala Kantor Urasen Agama (KUA)
Kecarmatan dilaloukan dengan prosedur sebagai berilout:

&,

Kepala EUA Kecamatan menyampaikan rancangan Keputugan
kepade, Perancang untule disempurnakan sesuai dengen ketentuan
peraturan perundang-undangan:

Dalam ranghka mengharmonisasiltan substane: rancangan, Kepala
KUA Kecamatan dapat mengedaken rapat pembahasan dan/atan
berkoordinasl dengan instansiforganisasiflembaga/unit  terlait
lainnya;

Perancang menyampaikan Keputusan yang sudah difinalisasi
kepada Kepala KUA Kecamatan untuk ditetapkan;

- Keputusan ditetapkan oleh Kepala KUA Eeécamatan dengen

membububikan tanda tangan,

Keputusan yang telah ditetapkan aleh Kepala KUA dizampeiken
kembali kepada Peranceng untuk diberl nomor den tanggal
penstapan; dan

Keputugsan dibuat sebanyak 2 (tign] rangksp, 1 (satu] ranghap
disimpan sebagal arsip pada begian administrasi dem 1 (satu)
ranghkap disampaikan kepada yang membutahken.
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BAB IV
FPEMBENTUERAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

Zelain membentuk  Feraturan Penundang-undangan, Menteri dulam
menjalankan kewsnangan penyelenggaraan pemerintahan dalam  bidang
keagamaan juge berwenang membentuk [nastrumen Hubkum Lainoyva yeng
meliputi:

1. Instruksi Mente=ri Agams;
2. HNota Kesepahacnan; dan
3. Perjanjian Kerja Same.

Dalam hal diperiuksan, untuk mepdulung pelaksenaan kewenangen
penyelengpraraan pemerintahsn dalam bidang keagamaan oleh Menier,
pejabat eselon | pada Hementerian Agama dapat membentuk Instrumen
Hukum Lainnys.

A. Tahapan Pembentukan Instrumen Huloum Leinnya

Pembwntiksn Ilnstumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama
dilattukan melahui tahapan:

L. penyusunan;

2. pembahasan; dan

3. penctapan atau penandatanganan.

1. Penyusunan

Penyusunan Instrumen Hukum Lainnys pada Kementerian Agama
dilakukan unouk melaksanaken kebijakan Menteri atay didasarken
pada kebutuhan Kementerian Agamafunit ezelon 1 dalam menduloung
pelaksanaan kewenangan penvelenggaraan pemerintaban di bidang
kesgamaar.

Dalem tabapan penyusunat Instrumen Hukum Lainnya, apahila
cekupan substansinya berlsi materi muatan yeng memerlukan
keterlibatan peilabat lain dl Kementerian Agama/di luar Kementerian
Agama, pejabat eselon [ depat membentuk tim untuk menyusun
rancangan Instrumen Huloam Lainnya tersebut.

Rancangan Instrumen Hukum Lainnya yang ditetapkan atan
ditandatangani cleh Menteri atau Sclkjen, disusun/disiapkan oleh
Kepala Bire Hulbum dan KLN.

Rancangan Instrumen Hukum Lainnya yang ditetapkan atay
ditandatengani cleh pejabat eselon [, disusun/disiapken oleh bzgian
yang membidang penyusunan Instrumen Hubum lainoya pada unit
eselon [

2. Pembahasan

Rancangan Instrumen Hullum Lainnya yanp disampaikan pada
Eiro Hukum dan KLN ditdodaldanjut cleh Kepala Biro Hulkum dan
ELN dengan melakulkan pembahasanfkoordingsi dengan psiabat pada
unit eszlon [ danfatau pejabat pada unit eselen [ terkait di
Kementerien Agama danfatan  instansiforganisasiflembaga/nmnic
terkcalt lainnya di luar Kemnenterian Agamna.

Hasll pembahasan atas rancangan Instrumen Hulbum Lainoya
dizsampaiken kepada Sekjen untuk memperoleh persetupuan,
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Dalam rangka harmonisasi [ostrumen Hubum Lainnya yeng
dibentuk oleh pejabat esslon [ Sekretarls es=lon 1 dapat melakukan
pembahesan/Koordinasi dengan Bire Hukum dan KLN dan/atau
pejabat peda unit eselon ! terkait di Kementeran Agama dan/atau
instanai/organisasiflembaga funit terkait lalnnya di luar Kementerian
Apamna.

3. Penetapan ateu Penandatanganan

Rancangan Instumen Hukum Lainnya yang telah difinalisasikan
oleh Biro Hukum dan KLN disampaikan kepeda MenterifSekjen untuk
ditetapkan dan ditandatangani.

Pade unit esclon [, rencangan [nstrimen Hukum Leinnys yeng
telah difinalisasikan oleh bagian yang membidang persturan
perundang-undangan pada unit eselon [ diterusken kepada Sekretaris

eatlon 1 yang kemudian menyampaikan kepada pejabat unit eselon 1
untuk ditetapltan dan diteandatangani.

B, Penomeran dan pendokamentasian Instrumen Hukum Lainmya.

Instumen Hukum Lainnya yang telah ditetapksan dan ditandatengeni

oleh Menteri/Seljen diteruskan kepada Kepala Biro Hultum den KLH
untuk diberikan nomor,

Eepala sub bagian yang membidangi fungsi dolmamentasi peda Biro
Hulturm dan KLN wajib mendokumentasikan naskah asli Instramen
Hulum Lainnya yang telah ditetapkan.

Pada unit egelon T, Instrumen Hukum Leinnye yang telah ditetaphkean
den ditandatangani oleh pejabat eselon [ dikembalikan kepada Sekretsris
ezelon ] yang selanjutnys meneruskan kepada bagian yang membidangi
peraturan  perundang-undangan untk dibecitan nomor  dan
mendokumentasikan naskah asli dari [nstrumen Hukum Lainnya tersebut

Ketentuan mengenai bentuk/format Instrumen Bukum Lainnys yang
diatur dalarmn KMA ini berlaku secara mutatis mutandis bam:

a. Pejabat gzelon I Kementerian Agama tingkat puaat;

b. Pimpinan Perguruan Tingei Keagamean Negeri

c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;

d. Kepala Kenter Kementerian Agama kabupaten fkota;

e. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama dan Keagamaat;
f. Kepala Balui Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan

g. Kepala Madrasah Neperi,
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BABV

TERNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTER]
DAN KEPUTLUSAN LAINNYA

A. Kerangha Keputusan Menteri dan Keputusan Lainnya
Kerangka Keputusan Menteri dan Keputusan lainnya terdiri atas:
Judul;
Pembulkaan;
Batang Tubuh:
Fenutup;
Lampiran (jika diperivkan).

L

Al. Judul

8 Judul Keputusan Menteri dan Keputusan lainnys memuat
keterengan mengenai jenig, nomor, tahun penctapan, dan nama
Kepufisan.

b. Judul Eeputusan Menteri dan Keputusan linnya  dibalis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin
tenpa diakhiri tanda baca,

¢. Nomor ditulis dengan angka arab tanpa index, yang dilenpkapi
d#npgan tahun.

Contch:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHURN 2018
TENTANG

|||||||||||||||||||||||||||||||||

d. Judul Keputusan Menteri dan Keputusan lainnya ddak boleh
ditambah dengan singkatan atan akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambalh singkatan / akronim:

KEFUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FENGHAPUESAN BARANG MILIKE NEGARA [BMN)

KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN DAN LATIHAN {DIKLAT)




L
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FFda nama Heputusan Menteri dan Keputusan lainnya perubahan
ditambahikan frasa "PERUBAHAN ATAS" di depan judul Keputusan
Menteri Agama yang diubah,

Conioh:

KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMORK ...
TAHUN ... TENTANG ...

Jika Keputusan Mentsri dan Keputusan lainnya telah diubah lehih
deri 1 {satu} kali, diantera kata "PERUBAHAN" dan kata "ATAS
disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan
tersebut telah dilakukan, tenpa merinel perubahan sebelumnya.

Contoh:

KEPUTU3AN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOE. ... TAHUN ...
TENTANG

FPERUBAHAN KEDYUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA,
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

Fada nama Keputussn Menteri dan Keputusan lainnys pencabutan
ditambahkan ksta “PENCABUTAN" di depan judul HKeputusan
Menteri Agama vang dicabut.

Contoh:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMCE ... TAHUN ...
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTER] AGAMA
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

Al . Pembukaan
Pembukaan Keputusan Menterl dan Keputuesn lainoya terdiri atas:

.

toas o

Frasa "Dengan Eahmat Tuhan Yang Maha Esa™;
Jabatan pembentuk Kepubasan;

Kongeiderans; '

Dasar Hulum; dan

Dhbtrm.



..

AZ.5.Frasa "Dengan Rahmat Tuban Yang Maha Tsa”.

Fada pembukacn tiap jenis Keputusan Menteri dan Keputiisan
lainnya scbelum nama  jebatan pembentuk  Kepuizsan
dicantumlksn Fraga *“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA™
yang ditulis seluruhnya dengan huruf kepital yang diletakkan di
tetrpah marjin.

Ad.b.Jabatan Pembentink Keputuasan.

Jabatan pembentuk Keputusan Menteri dan Keputusan lainnya
ditulis seluruhnya dengan huraf kapital vang diletakkan di tengah
marjin dan diakhiri dengen tatda baca koma.

Contch: Frase dan jabatan pembentuk Keputusan Menteri Agama:

KEPUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLLK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

--------------------------- Fdd==r

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

AZ.c. Konsgiderang:
1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang,

3. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran
yang menjadi pertmbangan dan elasan  pembentukan
Keputusan Menter dan Keputusan lainnya.

3. Pokok pikiran pada konsiderans Keputusan Menteri dan
Keputusan lainnya memust unsur filosofis, sosiclogis, dan

yuridis yang mentadi pertimbangan dan alasan pembentukan
Keputusen.

4. Jika konsiderans memuat lebih dari samu pokok pikiran, setiap
pokolk pikiran diromuskan delam rangksian kalimst yang
merupakan kesatuan pengertian.

2. Tiap-tap pokok pikiran diawall dengan hurufl abjad, dan
dirumuskan dalam satu kalimat yang diaweli dengan kata
bahwa dan diakhir dengan tanda baca titile koma.

6. Jike konsiderans memuat lebih dari sam pertimbengen,
rumusan  butir  pertimbangan  tsrakhir berbunyi  atbagei
berikut:

Contoh:

Meumbang @ a. bahwa .ooreeenn e, :
b. behws ... s ;

c. bahwe berdasarken partimbangan esbagaimana
dimaksud dalam hunafa dan humif b, pecla
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang
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7. Kongiderans Keputusan Menter dan Keputusan lainnye cukup
memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai
perlunya melaksanakan ketentuan pueal atau beberaps pasal
dari Peraturan Menteri Agema ataun peraturan perundang-
undangan  yang lebih  tinggl yang  memerintahkan
pembentukannye.

Contah:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
20 ayat () Peratiran Menteri Agamea Nomor
18 Tehun 2011 tentang Pendidikan
Madrasah perlu imenetapkan Keputusan
Menteri Agame tentang.. ... :

A2d. Caasar Hukum

1. Dasar hulnum diswali dengan kata Mengingst.,
2. Dasar hulm memuat:
2) Dasar kewenangan pembentukan Eeputusen Mented dan
Keputusan lainnya dibawah Keputuzan Menteri; dan
b} Peraturan  perundeng-undangan yang memerintahksn
pembentukan Keputusan Menteri dan Keputusan lainnya
dibawsah Keputugan Menter,

3. Peraturan Perundang-undangan yang dipunakan sebagai daser
hukum  hanya  peraturan perundangundangan  yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.

4. Keputusan yang akan dicebut dengan Keputiizsan yang skan
dibentuk, tdak dicantumban dalam dagar hukum,

5. Jike jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan
desar hukum lebih dari satu, wrutan pencantuman periu
memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan
dan jika tdngkatannya sama disusun  secara kronologia
berdasarkan saat pengundangan atau penetapannys.

&. Penulisan jenis perzturan perundang-undangan  Jdiawali
dengan hurel kapital.

Contoh :  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri Agama, Keputusan
Menteri Agama.

7. Penulisan Undang-Undang, den Peraturan Pemerintah dalam
dasar hokum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran
Negera Republik Indonesia den Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia yang diletakkan di entars tanda baca
kurung.

Coritoh:

Mengingat [:| 1. ..o beerrinmmEEe e siaac ey raeart e :

2. Undang-Undang MNomer 6 Tabun 2011
tentang Keimigrasian [Lembaran degarn
Republik Indonesia Tahun 20)1 Nemor 52,
Tambaban Lembararn Negara Republik
Indenesia Nomor 5216);
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8. Penulisan Peraturan Presiden dalam dasar hulum  dilengkapi

dengan pencantuman Lembaran Negare Republik Indonesia yong
diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat (= [ 1. .. .coiiminn LM< rr i arr e i

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015
tentang Kementerian Agama (Lembaran Megara
Republik [ndonsaia Tahun 2015 Nomor 168);

9. Penulisan Peraturan Menteri Agama dalam dasar hukum dilengkapi

déngan peocantwman Berita Negara Republik Indonesia yang
diletakkan di antara tanda baca kurng,

Contah:

Mengingat [ | 1. oo veviriiiimnie, brtanr 4T a ey e e a2t :

2. Perahuran Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembentukan Peratiran
M#nteri Agama [Berita Negara Republik
[ndonesia Tabun 2016 Nomaor ...);

10. Jika dasgar hulum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-
undangan, tiap dasar hukum diswali dengan angka Arab 1, 2, 3,
dan seteruanye, dat diakhini dengan tanda baca titik komea.

Conteh:
Mengingat @ 1. .veieen e, ;
2 e .-t
i RN T
S :
AZ.e. Dikiam

1. Diktum terdiri atas:
a) kata Memuhbuskan;
b) kata Menetapkan; dan
¢) jenis dan nama Keputuaan.

2. Kata Memutuskan ditulie selaruhnya dengan huruf kapital tanpa,
apasi di antara sulta kata dan diekhiri dengan tanda baca titik
dua serta diletakkan di tengah mesfin.

3. Kata Menetapkan dicantumikan sesudah kata Memutuskan yang
disejajarkan ke hawah dengan kata Menimkang dan Mengingat.
Huruf awal kata Menetapkan ditulia dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda becs, Bdk dua.

4.Jenis dan nama yang tercantum  dalam  judul  Keputasan
dicantumkasn lagi aetelah kata Menetapkan tanpa rasa Republic
ndonesic, serta dituliz seluriboya dengan huraf kapital dan
diakhin denpan tanda baca atik.



Contoh:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER] ACAMA TENTANG .......

A3. Batang Tubuh

a,

.

Batang mibuh Keputusan Menteri dan Keputugan lainmya terdin
dari bagian-bagian yang dirunmuskan dalam bagian KESATU,
KEDUA, KETIGA, dan seterusnye.

Jika materi mugtan Jrumuskan  dalam  bentuk  tebulasi,

memperhatikan ketentuan schagsi berikut

1] setiap rincian harus dapat dibaca scbapsi satn rangkeian
kesatuen dengan [rase permnbuka;

2) setiap nincian menggunakan huruf abjad kecil dan dibed tanda
baca titik;

3] sectiap rasa dalam rincian diawali dengan hurif kegil;

4] setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;

5] jika suatu rincian dibag lag ke dalsm unsur yang lebih kecil,
unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;

6] di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut
diberi tanda baca, titik dua;

7] pembeagian rincian {dengan uratan makin kecil) ditulis dengan
Ruruf abjad lkecll yeng dilkuti dengan tanda baca titil angka
Arab diilnti dengean tanda baca tik; abjad kel dengan tanda
baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung
bap; dan

8] pembagian rincian tidak melebihi 4 {empat) tingleat. Jika rinclan
melebihi 4 (empat] tingkat.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudken sebapgai
rincian kumulatif, ditambahkan kats “dan* yang diletakkan di
belaltang clncian kedua dari nincian terakhic.

Jike rincian dalam tabulesi dimaksudksn sebagal rincian alterteif
ditambahkan kata “atau” yang diletakken di belakang rincian kedua
dari rincian terakhir.

Jika rincian delam tabulas] dimaksudkan sebagal fncian kurnulatif
dan alternatif, ditambahkan kata *dan/atau® yang diletakkan di
belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Kata dan, atau, danfatau tidak perlu diulangi pada akhir setiap

unsyr atay rincian. Tiap cincan ditandai dengan horuf a, hormad b,
dan seterusnys.

Contoh:
Tugas Panitia Pelaksana sebagei heroat:
- TN raner
= ; (dan, atau, danfatan)
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E- Jika suabl rincien memerlukan rinclan l=bih lanjut, rincien im
ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnye.

{Contoh:
8. e
b. ...;{dan, atau, dan/atau)
E e
1. .
2. ... ldan, atau, danfatau)
3.

h. Jika suatn rincian lebih lenjut memerlukan rincian yang mendetail,
rincian ity ditandal dengan haeuf a), b), dan aeterusnys.
Contoh:
Lol
b ... ; idan, atau, dan/atau)
e o

1. ...:

2. ..;{dan, atay, dan/atau)

3. ...
8] ...}
b} ...; (dan, atau, dan/atau)
el ...

L Jika suatu rineian lebih lanjut raemerfukan rincien yang mendetail,
rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), den seterasnya,
Contoh:

B .
b ...; |dan, ateu, dan/atau)
.

1. ...;
2. ...;(dan, atauy, dan/atau)

a .
al ...:
B ...; [dan, atauw, dan/atau)
al ...
.
2) ...; {dan, atau, dan fataua)
<) R

j-  Pada bagian akhir batang mabuh memuet ketenhian mengenai:
1) status Kepumisan Menteri ateu Keputnsan lainnya yang sudsh
acs; dan
2) smat rmulai berfaku Keputusan Menteri atau Keputusen lainnya.
k. Kepulusan Mcnteri dan Keputusan lainhya yang sudah ada, apabiia
stafusnya akan dicabut mengpunakan rumusan pencebutan yang
diawali dengan frasa "Pada saat Keputusan Menteri dan Keputussn
lwinniya ini tulai berlaku®, kecuali untuk pencabutan  yang
dilalukan secars tersendiri dengan Kepubosan Mentenn dan
Kepufusan lainnya.
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Contoh:

Pada saat Keputusan ini mulai berlakn, Heputusan Menter Nomor
- Tahum ..... tentang ....... dicebut dan dinyatakan tidak berlakn,

l. Jika jumlsh Keputusan Menteri dan Keputusan lainnys yang
dicabut lebih dari 1 (gatu), cara penulisan dilakukan dengan rincien
dalem bentuk tabulasi.

Contah:

FPada saat Keputusan inl mulai berlaim:
1} Keputuzan Menteri Nemor ... Tahun ... tentang .. ...

<) Keputusan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang _......

dicabut den dinyatakaj tidak berlalku.

m. Pada dasarnya Keputusan Menteri dan Keputusan lainnya mulai
berlakn, pada saat Keputusan Menteri dan Keputusan leinnya
tersebut ditetaplkan.

Contoh untuk Keputusan Menteri Agama;

Keputusan Menteri Agams ini mulai berlaku  pads tanegal
ditetaphkan.

n. Jika ada psnyimpangen terhadap saat mulai berlalanya Keputusan
Menteri dan Keputusan lainnya, hal 'ini dinyatakan secata tegas di
dalam Keputusan Menteri dan Keputusan lainnya tersebut dengan:
1] menentukan tangesl tertentu saat Keputusan akan berlalou;

LContoh:
Eeputusan Menterl Agama ini mulal berlakn pada tanggal 11
Jaruari 2016.

2] menentukan lewatnya tenggang wakiu tertentue sejak saat
penetapan. Agar tdek menimbulkan kekeliruan penafsiran
gunaksn frass seiglah ... (tenggeng waktu) terhitung sejak
tangeal divndangkan,

Contoh:
Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaka sstelah 1 (satu)
tahun terhinang sejak tanggal diundangkan.

o. Saat mulai berlaku Keputusan Menteri dan Keputusan lainnva,
pelaksanaannya tidak boleh ditstapkan lebih awal daripada saat
rmalad herlakn Keputusan perundang-undangan yang
mendasarinya.

p. Keputusan Menteri dan Keputusan minnys hanya dspat dicabat
dengan Keputusan yvang tingkatannya sama atau lebih tingei.

A4 Penutip

a. Bagian Penutup pads Keputusan Menteri dan Keputusan leinnya
memuat penandatanganan atau penetapan Keputuszan Menteri dan
Kapunuaan ladinya antara lain:

1] tempat dan tanggal pengesahan atau penestapan;

2| nama jabatan;

3) tanda tangan pejabat; dan

4] nama lengkap pejabat yang menandsetangani, tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor mdul pegawai,



-0

¢, Rumusan tempat dan tanggel penetapan diletakksn di sebelah

kanan,

d. Nama jabatan dan nama pesjabat ditulis dengan huruf kapital. Pada

akhir patma jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:
Ditetapksn di Jakarta
pada tanggal .........
MENTER] AGAMA REPUBLIK INDCONESIA,

tanda tangan
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
AS. Lampiran

8. Dalam hal Ecputusan Menteri dan Keputusan leinnya memerlukan
lampiran, hal tersebut dinyataken delam batang tubuh bahwa
lampiran dimaksud merapakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri dan Keputusan lainoya.

b. lampiran dapat memuat entara lain uraian, daftar, tabel, gambar,
peta, dan sketsa,

c. Dalamn hal Keputusan Menteri dan Keputusan lasinnys memerlukan
lebih dari satu lamplran, tiap lampiran haras diberi nomor urue
dengan menggunakan angka romawi,

Contoh:
LAMPFIRAN I
LAMPFIRAN 1]
d. Judul lampiran ditulis selorohnye dengan hurwf kapital yang

diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan
Teta kiri.

Contoh:

LAMFIRAN 1

KEFUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

Pade halamen akhir tiap lampiran harus dicantumban nama dan
tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusen den Kepuiusan
lainnys serta dituhs dengat huraf kapltal yang diletakkan di sudut
kanan bawah dan diakhic dengan tanda bacs koma setelah nama
peiabat yang menetapkan Keputusan Menteri dan Keputusan
laintya.
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Contoh:
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN i—MKIM SAIFUDDIN

B. Format Keputuzan Menteri dan Keputuzan Lainnya

Penyusunan rancangan HKeputusan Menteri dan Keputusan lainnya harus
dilakukan dengan ketentuan sebagai berilout:

1. Forrnat Keputusan Menteri:

a.
h.
<.

Kertas ukuran F4 dengan berat 80 gram;

Faper gize dengan custome size (21 em x 33 cmyj;

Line spasing Keputusan Menteri 1 spasi, dengan spasi before dan
after O pt;

Marjin untuk Keputusan Menteri 3 em untuk halaman pertama den

cterusnya), batas bawah (Bottorm Margin) 2,5 om, batas kir [Left
Margnn) 2,5 cm, batas kanan (Right Margin) 2,5 om;

Pencantumean nomor helamean 2 dan seterusnya dicantumksn pada
bagian atas tengah dengan didahului dan diakhini tanda baca [-)
serta diberi farak 1 [sat) spasi; dan

Jenis huruf yang dipergunaken Bockman Old Style, dengan ukuran
huraf 12,

2. Kerangka dan Format Keputusen Menter berlakm mutatis mutandis
hagi Keputusan lainnya dibawah Keputusan Menteri,

C. Logo/Lambang

Logoflambang yang dipergunakan dalam Keputusan dan Instumen
Huloum lainnya produk Kementerian Apama sebagai berikut:

1. Logo/lambang Burung Garuda Emas dipergunakan untule:

a.
b.

Keputusan Menter: Agama: dan
Inatruksi Menteri Agama.

2. Logo/lambang Ikhlas Peramal dipergunakan untuk:

a.
b

Kepubuzan yg dibentuk oleh pejabat dibawah Manterd.

hota Kesepaheman fPetjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh
Menteri dan pejabat dibawah Menteri.

[Datnikei yg dibuat oleh pejabat dibawah Menteri.
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3. Lambang Perguruan Tinggi dipergunakan unhak:

a. Keputusan yang dibentuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi/ pejabat
yang berwenang dilingkungan pergunian tingg.

b. Nota _Kaaepaha.man {Perjanjlan Kerjasama yang ditands tangani oleh
plnpiman perguruan tinggi/pejabat yang berwenang dilinglungan
pergurian tnggi.

MENTERI AGAMA REFUELIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM BAIFUDDIN



. .

LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

FEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
MENTERI SERTA INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA
KEMENTRIAN AGAMA

BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI
DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

A. Bentuk Rancangan Keputusan Menteri

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU
KEDUA
KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Nama Keputusan Menteri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang ...;

3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI ACAMA TENTANG .... (nama keputusan
Menteri).

dan seterusnya,
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KEEMPAT : Keputusen il mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplcan di Jalkarta
padea tanggsl ...
MENTERI AGAMA REFUBLIK INDONESIA,

tands tangan dan cap jabatan

NAMA LENGEAP



-a3.

B. Bentuk Rancangan Keputusan Psjabaet Esclon | Kementerian Agama Pusat
(Sekretaris Jenderal { Direktur Jenderal/ Inspekitur Jenderal, Kepala Badan)

KEPUTUSAN SEKRETARIS/ DIREKTUR/INSPEKTUR JENDERAL ..
{nama Direktorat/Inspektorat]/ KEPALA BADAN .. (nama bades)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
[Natma Keputusan Sekjen/ Dirjen fIrjen,/Ka. Badan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKJEN/DIREKTUR/INSPEKTUR JENDERAL ... fnams Dirsktocat /[nspektorat)
KA.BADAN ... (hama badap),

P
:
=

Menimbang -

o
o
=
-1}

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menstapkan Keputusan
Selgjen fDirektur fInspektur  Jenderal.. (namas Direktorat/
Inepektorat)/Ka.Badan....inama badan) tentang .

2

Mengingat : 1. . :

E'- dan seterusnva ..
MEMUTLUSEAN:

Menctapkan ;. KEPUTUSAN SEKRETARIS/DIREKTUR/INSPEKTUR JENDERAL
(heme Direktorat/[nepektorat)/ Ka.BADAN......... [name badarn)

TERTANG ... et e risseess e s N
EEBATLS D e
KEDUA D ereremieeess ..
KETIGA * dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlakn pada tanggal ditetapker.

Ditetapkan di Jakarta
padsa tanggal ...

SEKJEN/DIREKTUR/INSPEKTUR JENDERAL
...................... (name Direktorat/ Inspaktorat)/
KABADAN ..o iee e (namea badan),

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGHAP
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C. Bentuk Rancangan Kepubtusan Reltor

KEFUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS .. /INSTITUT ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
............. s | D8MA Keputusan Rektor/Ketua |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS .__........ JINSTITUT ...........
| nema Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri ),

Menimbang : e behwa ...
b. bahwa...;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakeud

daletn huruf & dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Reltor Univergsitas/Institut ........ {nama Perguruen Tinggi
Keagamaan Negeri) tentang ......................... Fratesrrasmsiiiecrrnra. ;

Mengingat : 1. ...

3. dan aeterusnya ...;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEFUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS/INBTITUT ..o,
TENTANG ...coiivieiii e, ( nama Keputusan Rektorf Ketus)
KESATL L etteieeraaa,
KEDUA b orrereriiaeeen,

KETIGA 1 dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini roulsi herlak pade tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ...... R

REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT .......
[ nama Ferguran Tingpi Keagamaan )

tanda tangan dan cap jebatan

NAMA LENGEAP
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0. Bentuk Rancangan Keputusan Ketua

KEPUTUSAN KETUA SEKDLAH TINGGI AGAMA ...
{nama Perguruan Tingg Keagamann Negeri),

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
{Nema Keputusan Kebua}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA .........
(nama Perguruan Tinggi Keagamaan Negen].

Memmbang : a. bahwa ....\.oooeevenenennsn. ;
b hﬂhwa Id4 1¥vsriTenEniT0 0L Lad .
c. bahwa berdasarksn pertimbangan sebagaimeana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Sekclah Tinggl Ageme ... (nama Perguraan Tinggi
Keagamaan Negeri) tentang ......ccovveeeeeieeee, v rarar e e ;
Mengingat H
U :
3. dan seteruanya ..........;
MEMUTUOSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEXOLAH TINGG] AGAMA. .. .. hecrrmacrrians
TENTANG ... . hemren e A e td ot emr it rar e biae e
K‘ESATU F++daemrinnnnnsn
KEDUA D rrrireenimann
KETIGA dan seterusnya.
KEEMPAT

Keputusan ini mulaf berlaly pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di v.evevneer e,
pada tangeal ..... bhraarrren e

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ...,
(nema Perguruan Tingg Keagamaan)

tands tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP
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E. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Kentor Wilayah

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINGI ...

(mama provinsi Kantor Wilayal]
NOMOR ... TAHUN __.

TENTANG
(Nama Kepubugsan Kanwil)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...

Menimbang -

Mengingat

Menctaplkan :

KESATU
EEDUA
KETIGA

KEEMPAT

ud

+*

{nama provinsi Kentor Wilayah),

a. bahwa ..,;
bahwa, ...;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimans dimaksad
dalain huruf a dan hunu b, perlu menstapkan Keputusan

EKepala Kantor Wilayah EKementerian ﬁgama Provinsi ...
nama Previnsi Kentor Wilayah) tentang ...

=

1. ...;
.
ek

dan seterusnya ...

W

MEMUTUSKAN:
KEFUTUSAN KEFALA KaANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

dan seterusnyra.

: Reputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........ccooeve e
pade tanggel ... ccoeneeee

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PRCOVINGI ... Inama provinsi Kantor

Wilayah),
tande tangan dan cap jabatan

NAMA LENGEAFP
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F. Bentuk Rancangen Keputusan Kepela Kantor Kementerian Agama

KEPUTUSAN KEFALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KARUPATEN/KOTA ...

inama Kebupaten/Kota Kankemenap)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(name Keputusan Ka Kankemenag)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN /KGTA ...
Inama Kabupaien/Kota Kankemenag),

Menlmbang : a. bahwa ..o, ;
b, bahwe.......... baarrriens :
¢, bahwe berdasarkan pertimbangan scbagaimana dirmaksud
dalen buruf a den huruf b, perly menstapkan Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
....... wo-wvr [nauma Kabupaten/Kota Kankemenag) tentang. ... :
Mengingat @ 1. . ;
2. e davecrrrnasiannes :
3. dan geterusnya ...;
MEMUTIISKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG ......... e n L be v e e L an e g e oot ranart s s e
KESATU D rrerirescesas
KEDUA ¢ .
KETIGA . dan seterustiya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplean.

EEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
EABUPATEN/KOTA ... [hama Eabupgten/
Eota Kankemenag),

tanda tangen dan cap jabatan

MAMA LENGKAP
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G.Bentuk Rencangan Keputusan Kepala Balai, Kepala Lajnati, Kepala UPT
Asrema Haji Embarkasi den Kepala UF(Q.

KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BALAT/LAJNAH/UPT ASRAMA HAII
EMBARKASI/UP(.... [nama satuan/organisasi kerja)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

mama Kepuytusan)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI/ LAJNAH/UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI/UPQ....
{nama eatuan/organisasi kerja)

Menimbang : a bahwa ..................

¢. bahwa berdasarksn pertimbangan sebageimana dimalsud
dalam huruf a dan huruf b, perlo menetapkan Keputusan
Kepsla BalsifLajnah/UPT  Asrama Haji Embarkasi/UPQ

Mengingat : 1. ... VR H
A ;
3. dan seterusnys ..., ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI/LAJNAH/UFT ASRAMA HAJ
EMBAREKASI/UPQ TEMTANG ......coce. e brdbrane T r e e
KESATU D aeetsraerrrreas
KEDUA D rererriias

EETIGA : dan seterisnya.

KEEMPAT : Heputusan ini mulai berlaku pada tenggal dit=tapkan.

Ditetaphan i ..ooovieviean.s .
pada tanggal .................
KEPALA BALAI/LAJNAH/UPT ASRAMA
HAJ! EMBARKASI/UPRD) .o, R

(nama, satan/organisasi kega)

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP
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H. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Madrasah

KEPUTUSAN KEFALA MADRASAH IBTIDAIYAH [ TSANAWTYAH  ALTYAH ...

Inama Medrassah)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
{nama Keputusan Hepala Madrasah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFALA MADRASAH IBTIDAIYAH/TSANAWIYAH ALITAH NEGERI ...

Menimbang :

Mengingat

Menetapksn -

KESATU
KEDUA
KETICGA
EEEMPAT

e

inama madraeah]|,
bahwe ..., H
bahwa ..o, bieerraen :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
dalam buruf & dan huruf b, perlu menetapkan Keputisan
Kcpala Madrasah Ihtidaiyah/Teanawiyah/Aliyah Megeri ..
inema madrasah Eatang ... ... .. ;

MEMUTUSKAN:

KEFUTUSAN KEFALA MADRASAH IBTIDAIYAH/TSANAWTYAH /
ALIYAH NEGERI TENTANG . .oocoo e oo

dan ssternsnya.

Keputusan ini mulai berlakoe pada tanggal ditetaplcan.

KEFALA MADRASAH IBTIDAIYAH/
TEANAWIYAH fALIYAH NEGERI ...
{nama meadrasah),

tanda tangan dan cap jabatan

MNAMA LENGEAFP
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. Bentuk Rancangen Kepuatusan Kepala Urusan Agama

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ... (Nama Kecamatan)

NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
inama Keputusan Kepale KUAJ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ... (nama Kecaratan),

Memumbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

a. bahwa .................... :

b. bahwa .......cceviveveeie. ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud
dalam huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Urusan Agema Kecamatan ... [Nema
Kecamatan)

L e N

P A :

3. dext seterusoya ...

MEMUTLUISKAN:
KEFUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TENTANG ... bt var e e e A mrranrens e
1 dan settrusnya.
Keputusan ini mulai berlalou pads tanggal ditetapkan.

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ... (nama Kecamatan),

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGEKAP



L

J. Bentuk Rancangan Keputusan Menteri Tentang Perubahan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS/KEDUA /KETIGA KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG ... (nama Keputusan Menteri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa

o
E
:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan

Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Nomor...Tahun.....tentang, ;

Mengingat | L. coonciiciiee e x

3. dan seterusnya ...........;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR .. TAHUN

TENTANG ... (nama Keputusan Menteri).

KESATU t Merubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor ... Tahun
... tentang ... sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA i Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan,

Ditetapkan di .............
pada tanggal ...............

MENTERI AGAMA REFUBLIK INDONESIA,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGEAF
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K. Bentuk Rancangan Keputusan Menten Tentang Pencabutan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR ... TAHUN ..,

Menimbang

Mengingat

Menctapkan :

KESATU

KEDUA

—_
"

TENTANG ... (nama Keputusan Menten)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

babwer g i s

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pencabutan Keputusan Menter
Agama Nomor... Tahun.....tentang,...,

]
phmdagl |

dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER]I AGAMA TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR .. TAHUN
TENTANG ... (nama Keputusan Menteri).

Keputusan Menteri Agama Nomor ... Tahun ... tentang ...
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .......cceeeene
pada tanggal .........oeeeeee

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP
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Bentuk Rancangan HKeputusan Menteri Tentang Pedoman/Petunjuk

Pelak=anaan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REFPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ..,
TENTANG

PEDOMAN / FETUNJUK PELAKSANAAN ... (nama Pedoman)

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

=

bahwa ..ooviviiieciin

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan ...
(judul pedoman, petunjuk);

3. dan seterusnya ......;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN/
PETUNJUK PELAKSANAAN .....[Judul Pedoman/Petunjuk

Pelalksanaan),

Menetapkan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan ... sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan .. sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh satuan
organisasi/kerja dalam melaksanakan ... (kegiatan sasaran).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di .....c.cvimmnes
pada tanggal ................

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP
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LAMFRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDGNESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
FPEDOMAN
BAB ]
FENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran
D. Asas
E. Rusng Linghup
F. Pengertian Umum

BAB Il
N G maremremeeemarEmEERRELEE R e R AR ER R LR RRE A2 e oo
B. dan seteruanya

BAB I

lllllllllllllllllllllllll dd=d1d919 9111 E I I A NN E NN F AN AN N AN I NN NN NN NI NN NN NN NN EEENENIJEJEENL

B. dan sete=ruznya

MENTERI AGAMA EEPUBLIK INDONESILA,

tanda tangan dan cap jabatan

NHAMA LENGEKAP
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LAMPIRAN

HEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ...

PETUNJUK PELAKSANAAN
BAPR 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuen
C. Ruang Lingloup
L. Pengertian Umiun
BAB 11
FELAKSANAAN

Menunjukkan urutan tndakan,pengorganisasian, koordinasi, pengawasan
pengandalian, dshb)

ﬁ-l lllllllllllllllll FekpbdkbkkbbFrFrrrrrrrrrrPEFFEFIRRI I IR T I 0 1IN IR JAdNJINJINIJdN qddqaaqiiyqddq4ddarvariiriiii i1 iennn

B. dan seterusnys

MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGEAP
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M. Bentuk Rancangan Instruksi Menteri

INSTRUKSI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

NAMA JABATAN ......cocoiniinn.

Dalam rangka (memuat alasan tentang perlu ditetapkan Instruksi)
craseneses s dengan ini memberi instruksi

Kepada :1. Nama/Jabatan Pegawai;
2. Nama/Jabatan Pegawai;
3. Nama/Jabatan Pegawai;
4. Nama/Jabatan Pegawai;

Untuk
KESATU
EEDUA

......................................................................................

KETIGA

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KEEMFPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ... ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di ....coococivieinr
pada tanggal .........c.coieeeee,
NAMA JABATAN,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGEKAP
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N. Bentuk Rancangan Mota Kesepahaman

No. Sistematiks Materi Musatan

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

DENGAN

.........................................................................

2. Pembukasn  Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tabun ..., bertempat di ...,
yang bertanda tangan di bawah ini;

3. EKedudukan 1. HNama Pejebat, Jabatan, dalam hal 1ni bertindak untuk dan
Para Pihak atas nama Ingtansi, berkedudukan di Jalan ..., selanjuinya
di sebut PIHAK KESATU.

2. Mama Pgjabat, Jabatan, dalam hal in{ bertindak untak dan
alas name [natansi, bertkedudukan di Jalan ..., selanjulnya
di sebut PITHAK KEDUA,

4, Latar PIHAK KESATO dan PIHAK KEDUA secara befsame-sama
Belskang sclanjutnya disebut PARA PIHAK.

{Fecitai} PAPRA PIHAK terlebib dahulu meneranghan:



Berdasarkan pertimbangan zebagaimana dimaksad delam huraf
a, huruf b, dan huruf ¢, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota
Eesepahaman tentang ......oooeeerivennsancinae. dengan ketentuan
sebapai berilqut;

5. IsifSubstanz Pasal 1
......... s2eaeenn-tUfIEN Mengadakan Nota Kegepahaman.. ...
Pagal 2
........................ raang linglkup Nota Kesepahaman.........cooo........
Pagal 3
........... pelaksanaan lebih lanjut dalam hentk Perjanjlan Kerja
Sm llllllllllll Fim==riaerr i IEE N I IR IR NI Jd NN LAl I Nk Fdd === P Fra =G FFFIIEFFI TN IRENLLIJNLIJJINL
Pasal 4
........................... masa berlaku, perubahan, perpanjangan, dan
pengakhiran sebelum janghka walcba..... ... bidearrrarar e
6. Penunmp Pasal 5

{1] Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas
kertas bermetsral cukup dan mempunya kekbvatan hulkum
Yang sama.

(2] Nota Keacpahaman ini mulai beclaku pada tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
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FTHAK KEDUA,

FIHAK KEBATU,



0. Bentuk Rancangan Perjanjian Ketja Sama

Logo Plhak KEDHA Logo Pihak KESATL)

PERJANJIAN KER.JA SAMA

ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
.......................................... (mitra, kerja sauma}
TENTANG
NOMOR.....ccveveeren
NOMOR.......ccoveveeeee
Pada hari inid, ......... tanggal ......, Bulan ......, tahuan ... bertempat di ...
yang bertanda tangan di bawah ind
ILLNama e , Jabatan......... bidsrreaaranees alamat... .coeccmnienan. "
&alanjumya disebut a:hagm FPihak KESATL
4 Hame ..ocooceeceveermeeens v JADALAT. . alamat.......... e teee

gelanjutnya disebut sebagai Pihal KEDUA

bersepakat untuk melakukan kerja samea dalam bideng .

diatur dalam ketentian sebagai berilaat:

Pasal 1
PENDAHULUAN

Fagal 2
RUANG LINGKUF KER.JA SAMA

Fagal 3

..............................................................................................................

Fasel 4
PEMBIAYAAN
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Pasal 5
FENYELESAIAN PERSELISIHAN

PENUTLUP

...........................................................

{1} Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) masing-masing
bermateral cultup dan mempunysi kekuatan hukum Yang sema.
{2} Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggel ditandatangani olsh

PARA PIHAK.

PIRAK KEDUA,
Namea Inattsi
Nama Jabstan,

Tetrdz Tangan
NAMA LENGEAP

PIHAK PERTAMA,
Nema Institusi
Nema Jabatas,

Tanda tangan
NAMA LENGEKAP



.52 .

P. Bentuk Lembar Pengesahan Bagian Depan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang @ a.

Mengingat : 1

NOMORE 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
kedinasan serta efisiensi komunikasi dan informasi antarunit
organisasi, perlu ditetapkan tata naskah dinas pada
Kementerian Apama;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufl a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian
Apama;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuar-

Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2964) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 507 1),

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S035);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang

Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang

Pengpunaan Lambang Negara (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara REepublik Indonesia Nomor 1630);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Karo Hubkum dan KLW
Achmad Gunar

Kare Cyiala Sekjen
Mur Arifin Mur Syvam
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Q. Bentuk Lember Pengesahan Bagian Belakang

DIGUSUN DAN DIPROBES SESUAT
HETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perancang
MNama ...... I

Kepala Sub Bagian

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
.

LUKMAN HAKIM SAIFUDINN



